
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR 2? rAHUN 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2O2O

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAtJr'AS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupad Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

c.

bahwa sehubungan dengan kondisi bencana nasiona.l

non-alam penyebaran Corona Virus Di,seases-19 (Couid-

19) yang mengakibatkarr recofusing anggaran

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu

dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintal
Kabupaten Musi Rawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentalg
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pemb€rian Tambahan Penghasilan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : 1.

b.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (tembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa-ka1i teral<hir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Peme rintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3.

6.

4.

5.

7.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12

Tallun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-AIam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengarr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 201i tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 31O);

12. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Pedoman Analisis Bebal Kerja di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Taiun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 35 Talun 2012

tentang Ana-lisis Jabatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1636);

16, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelal<sana Bagr ASN di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449

Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilaa ASN di

Lingkungan Pcmerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan da-n Susunan Perangkst Daerah

Kabupaten Musi Rawa8 (L€mbaran Daerah KabuPaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6

TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN TAMBATIAN

PENGHASII.AN APARATUR SIPIL NEGARA DI

UNGKTJNGAN PEMERIMAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasel I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6

Tahur 2O2O tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2O Nomor 6), diubah sehingra

berbunyi sebagai bcrikut:

1. Ketentuan Pasal I ditambah 1 (satu) angka yakni

angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Kabupaten adalah KabupaGn Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yalg memimpin pelaksanaan urulian
pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.
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3.

4.

Bupati adalah BuPati Musi Rawas'

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintsh Kabupaten Musi RawaE'

Apamtur Sipil Ncgara yang selanjutnya

disingkat ASN adalah ASN di Kabupaten Musi

Rawas.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang

selanjutnya disingkat TPP adalsh Tambahan

Penghasilan yang diberiken kepada ASN di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

Capaian Kerja Pegawai yang selanjutnya

disingkat CKP adalah hasil kerja individu sesuai

dengan aktivitas harian ASN yang telah

divalidasi oleh atasan langsung4ya.

Jabatan adalah kedudukart yarlg menunjukkan

tugas, kewajiban, tanggungiawab' wewenang

dan hak seorang ASN'

5.

6.

7.

8.

9. Ketas Jabatan adalah tingkatan jabatan

strulitural maupun jabatan fungsional dalam

suatu orga-nisasi yang digunatan sebagai dasar

pemberian tunjangal.

10. Ba8ic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah

nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas

jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan yang bertraku'

11. Evaluasi Jabatan adalah sr.Etu Prose8 untuk

meoilai suatu jabatan secara sistematie dengan

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut

sebagai fattor jabatan terhadap informasi faktor

jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan

kelas jabatan.

12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran

ASN dafam satu bulan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenan8.



13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan

yang menggambarkaa terwujudnya kinerja,

tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

14. Indikator Kinefa Utama adalah ukuran

keberhasilan yalg menggambarkan kinerja

utama organisesi sesuai dengan tugas fringsi

serta mandat (core Dusiness) yang diemban.

15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja

pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas

jabataJr sesuai tanggung jawab yang diberikan.

16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai

dengan target yarg ditetapkan dalam irdikator

kinerja.

17. Cuti di luar Tanggungan Negara adalah cuti

yang diberikan kepada ASN yang telah b€kerja

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara

terus-menerus, karena alasan pribadi yang

penting dan mendesak sehingga tidak bisa

masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling

lama 1 (satu) tahun.

18. Cuti Bersalin adelah cuti yarg diberikan kepada

ASN yang mengalami p€rsalinan pertama, kedua,

dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada

ASN yang mengalarni sakit lebih dari 14 (empat

belas) hari dengan jangka waktu paling lama I
(satul tahun dan dapat ditambah pafing lama 6

(enam) bulan.

20. Pengguna Anggararr adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunasl anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dal furtgsi

Perangkat Daerah yang dipimpinnya.



21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian

kewenangan Pengguna Anggaran dalam

melaksanal€n sebagian tuges daJr frmpi

Perangkat Daerah.

22. B€ndahara Umum Daerah yang selsnjutnya

dbingkat BUD adalah Kepal,a Badan Keuangan

dan Aset Daerah Ksbupaten Musi Rawas yang

bertindak dalam kapasitas s€bagai Bendahara

Umum Daerah.

23. Pengclolaar Keuangan Daerah adal,ah rangtcaian

kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan

APBD, pcnetapan APBD' Pclaksanaan APtsD,

Pembahan APBD, Pengelolaan l(as,

penatauBahaan keuangan daerah, akrmtansi

keuangan daerah, pertanggungian'aban

pelaksanaan APtsD, Pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan daeratr serta

pcngelolaan keuangan daerah serta pengelolaan

barang milik daerah.

24. Corona Virus Disecses--I9 (Couid-l9) yang

Belanjutnya disebut COVIDI9 adalah penyalit

menular yang disebabkan oleh *vere Aaie
Respimtory Syndroma Cotonavirus-2ol 9.

2. IGtentuan Pasal 9 ayat (f) huruf e diubah sehingga

berbunyi sebagei berikut:

Pasal 9

(I)TPP tidak diberikan kepada ASN, sebagai

berikut :

a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai

hrgas/jabatan/pekerjaan tertentu pada

perangkat daerah;

b, ASN yang diberhentikan Bementara atau

dinonaktilkan;



3.

c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan

pada instansi/lembaga negara dan/atau

lembaga lainnya di luar pemerintah

Kabupaten;

d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam beban tugas untuk
menjalankan masa persiapan pensiun;

e. ASN yang diangkat menjadi Kepala desa

atau Penjabat Kepala desa;

f. ASN guru, pengawas dan penilik yang telah

mendapatkan tunjangan sertilikasi;

g. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah

2O% (dua puluh persen);

h. ASN sedang mel,aksanakan tugas bclajar;

i. ASN sedang menjalankan Cuti Besa.r dan

Cuti Melahirkan; dan

j. ASN yang sedang menjalankan cuti sakit

lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehincsa berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 16

Pela.ksanaan sistem perrilaian e-kinerja dan

penghitungan tingkat kehadkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 aye.t (21 dan Pasal 15

ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan

Januari Tahun 2021.

Diantara Pasal 18 darr Pasel 19 disisipkan 1 (satu)

Pasal, yakni Pasal l8A sehingga berbunyi Bebagai

berikut:

Pasal 18A

Dalam masa pendemi coyDl9, pengisian daftar

hadir elektrpnik ditiadakan dan diganti dengan

mengisi daftar hadir secara malual.

4.



5. Ketcntuan Pasal 27 huruf a diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal2T

ASN di lingkungan Pemcrintah Kabupaten selain

mendapatkan TPP dapat j"g" diberiksn

honorarium dengan ketentuan sebagei berikut:

a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12

(dua belas) bulan meliputi honorarium sebagai

Narasumber, Ajudan Bupati/Wakil

Bupati/Sekretaris Daerah, Petugas

Pengawalan dan Pengamanan Bupati/Wakit

Bupati/Sekretaris Daerah, Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat

Penatausahaan Keuangan/ Pejabat

Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat

Pembuat Komint€n, Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran

Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

staf pengelola keuangan, pengurus barang,

Tim/ Pejabat Penerima Hasil Peke{aan,

Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim po$a

pengadaan barang/jasa, fim Anggaran

Pemerintatr Daerah ([APD), Tim Analisis

Standa! Belanja (AsB), Tim Standar HargB

Ba-rang Jasa (SHBJ), Tim pengelola aplikasi,

Tim Xoordinasi Kerjasama Penyelesaian

Permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara,

Tim terkait penanganan COWD-|g,

Honorarium dari Perangkat Daerah lain

karena tugas dan fungsinya sebagai

keanggotaan Tim, dan honorarium yang

bersumber dari APBN/APBD Prov/BLUD;



aplikasi sebagairnana dima-ksud huruf a

merupakan aplikasi yang pengelolaan dan

pendanaannya dilaksanakan secara penuh

olch Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai

pelayanan serta bukan merupakan webaite

Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah dapat menganggarkan

honorarium tim pelaksana kegiatan maksimal

selama 3 (tiga) bulan yang dit€tapkan melalui

Keputusan Bupati dengan keanggotaannya

melibatkan beberapa Perangkat Daerah; dan

d. honorarium tim pelaksana kegiatar

sebagaimana dimaksud huruf c hanya berlaku

untuk 1 (satu) Tim per Perangkat Daerah.

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor

6 Tahun 202o tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diubah, dengan

perubahan sebagaimana terrcantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

10



Pasal lI

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 5

dan angka 6 Pereturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1

Januari 2O2O.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memertrtahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat€n Musi

Rawas.

di Muara Beliti
26 l^ra 2o2o
RAqrAS,

Diundangkan di Muara Beliti

..1_$=767r*-
QdEtrrA DAEw KABUpATEN MUsI RAwAs rAHUN 2o2o NoMoR.2?

tenggal 28 MLi

t
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